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ABSTRAKSI 

ASPEK HUKUM JUAL BELi TANAH BELUM BERSERTIPIKAT DAN 
PENDAFf ARAN HAKNY A DI KANTOR PERT ANAHAN 

(Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Medan) 

CHRISTLANY R. T AMBUNAN 
NPM: 09.840.0041 

Tanah adalah harta benda yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. 
Karena itu jual beli tanah adalah salah satu cara peralihan hak atas tanah, baik 
untuk tanah yang belum bersertipi.kat maupun tanah yang bersertipikat. Menurut 
ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok­
pokok agraria yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tarrah, maka jual beli tanah dilakukan dihadapan 
Pejabat Pembuat Akta Tarrah guna pendaftaran tanah tersebut. 

Dalam prakteknya jual beli tanah masih menggunakan Hukum Adat. 
Sebahagian masyarakat melakukan jual beli tanah secara lisan atas dasar saling 
mempercayai dan secara tertulis dibawah tangan. Sebahagian masyarakat 
menggunakan cara tunai dan terang yaitu melakukan jual beli tana..1. yang belum 
bersertipikat dengan surat adat atau semacamnya yang dilakukan dihadapan 
Kepala Desa atau Lurah. 

Tujuan peneitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme jual beli tanah 
yang belum bersertipikat, untuk mengetahui proses pendaftaran tanah yang belum 
bersertipikat dan untuk mengetahui hambatan dan kendala dalam proses 
pendaftaran alas hak. Metode peneliti:in ini menggunakan Penelitian Kepustakaan 
(Library Reseurch) yaitu dengan rne1akukan penelitian terhadap berbagai sumber 
bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana dan juga bahan­
bahan kuliah dan juga Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu dengan 
melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi kantor 
pertanahan kota medan. 

Proses juaI beli tanah yang belum bersertipikat pada saat ini akan menjadi 
kendala sebagai pembuktian atas kepemilikan suatu hak atas taiitah, dikarenakan 
tidak adanya bukti yang kuat untuk membuktikan kepemilikan. Mekanisme jual 
beli tanah jadi akan sangat sulit dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tarrah. Jadi ada 
baiknya masyarakat harus membuat dan mendaftarkan tanahnya agar memiliki 
sertipikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat. 
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BA.BI 

PENDAHULUAN 

Sejak dulu tanah sangat erat bubungannya dengan kehidupan manusia 

sehari-hari dan merupakan kebutuhan hidup manusia yang mendasar. lvlanusia 

hidup dan berkembaI1g biak, serta melakukan aktivitas di atas tanah, sehingga 

setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Dapat dikatakan hampir semua 

kegiatan hidup manusia dan mahluk hidup lainnya berhubungan dengan tanah. 

Setiap orang memerlukan tanah tidak hanya pada masa hidupnya tetapi pada saat 

meninggal pun manusia membutuhkan tanah guna tempat penguburannya. Hal ini 

memberikan pengertia...rt bahwa pentingnya tanah bagi kehidupan di mana manusia 

selalu berusaha untuk memiliki dan menguasai tanah. 

Di Indonesia tanah mempunyai arti penting dan strategis bagi kehidupan 

rakyatnya. Tanah yang memberikan kehidupan karena disinilah setiap orang 

bercocok tanam, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tempat mendirikan 

rumah untuk menyclenggarakan tata kehidupan berketurunan, beranak, bercucu 

yang akhimya tanah pula tempat orang dikebumikan setelah orang meninggal 

dunia sebagai tempat peristirahatan terakhir, sehingga dalam masyarakat adat 

tanah memiliki sifat religius. 

Mengingat bahwa hubungan religius antara orang Indonesia dengan tanah 

masih ada, dan tidak hanya meliputi hubungan individual antara 

bersangkutan saja, tetapi menjelma juga sebagai peraturan-peraturan adat. 

van er 
- 0 

Dilihat dari sisi hukum adat, masalah tanah mempunyai arti yang penting, 

disebutkan oleh Soerojo Wignjodipuro, adanya dua sebab tanah mempunyai 

kedudukan penting dalam hukum adat yaitu: 
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a. Karena sifatnya : 
Tanah merupakan satu-satunya harta kekayaan yang meskipun mengalami 
keadaan yang bagaimanapun juga, masih bersifat tetap dalam keadaannya, 
bahkan kadang tanah malah lebih menguntungkan, contohnya :sebidang 
tanah yang dibakar, diatasnya dijatuhkan born. Tanah tersebut tidak lenyap, 
sebidang tan.ah tersebut akan muncul kembali tetapi berwujud tan.ah seperti 
semula kalau dibawa banjir, misalnya malahan setelah air surut, muncul 
kembali sebidang tanah yang lebih subur dari semula. 

b. Karena fakta : 
Y aitu suatu kenyataan bahwa tanah itu : 

Merupakan tempat tinggal persekutuan 
Memberikan penghidupan kepada persekutuan, warga persekutuan 
yang meninggal dunia dikebumikan 
Merupakan pola tempat tinggal dagang-dagang pelindung persekutuan 
clan roh para leluhur. 

Menurut realitas warga desa digolongkan atas dasar hubungannya dengan 
tanah juga atas dasar ini warga desa turut ambil bagian dalam pemerintah desa, 
seperti hanya pemilik tanahlah yang dahulu kala boleh memilih anggota 
Pemerintah Desa dan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar terhadap desa 
dari pada yang bukan pemilik tanah. Sistem masyarakat hukum yang terendah. 
Demikian ini menunjukkan sifat agraris dari masyarakat kita. 2 

Hukum mengcnz.i tanah di Indonesia dipengaruhi oieh sistem hukum yang 

bersifat Kolonial sebagai akibat selama ratusan tahun dijajJ.h oleh belanda, 

sehingga ada dua macam tanah yaitu tanah - tana.li. dengan hak barat dan tanah-

tanah dengan hak adat, yang tentu aka."1 berbeda pula mengcnai peralihannya, 

dalam hal jual beli juga cara perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi 

pemilik tanah yang bersangkutan. 

Akibat zaman penjajahan terjadi perlakuan yang tidak wajar terutama pada 

hukurn agraria terjadi dualisme, yaitu terhadap tanah-tanah hak barat yang pada 

umumnya dimiliki oleh golongan eropa atau yang dipersamakan, mendapat 

1 Soerojo Wignjodipuro, 1982. "Pengantar dan Asas-Asas Huk:u>i Adat", Gunung 
Agung, Jakarta. Hal. 197 

2 Imam Sutiknyo, 1987. "Proses Terjadinya UUPA ", Penerbit G?~iah Mada University 
Pres, Yogyakarta. Hal. 57 

2 
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jaminan yang kuat dengan pendaftaran pada daftar umum sesuai dengan hak yang 

melekat padanya serta bukti hak atas tanah tersebut.3 

Terhadap tanah-tanah hak adat diatur menurut hukum adat dan tidak diberi 

jarninan dan kepastian hukum atas hak tersebut, karena tidak didaftarkan pada 

daftar umum dengru.1 hak atas tanah yang tegas, melainkan hanya diberikan bukti 

pembayaran pajak saja dan bukan merupakan bukti hak.4 

Demikian pula dalarn ha! peralihan hak atas tanah khusus untuk jual beli 

tanah dilakukan rnenurut sistem hukum yang dianut oleh para pihak yang 

bertransaksi . Bagi golongan eropa yang berlaku untuk jual beli tanah adalah 

hukum perdata. Sedangkan bagi golongan masyarakat pribumi, jual beli tanah 

berdasarkan hukum adat. 

Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUP A), dikenal 

lembaga hukum jual beli tanah, ada yang diatur oleh Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata yang tertulis, dan ada yang diatur oleh Hukum Adat yang tidak 

1. 5 
tertu 1s. 

Dengan semakin kompleksnya persoalan hukum pertanahan di Indonesia , 

menyebabkan diundangkannya peraturan dan dasar-dasar pokok agraria dalam 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, yang Ihbih popular dengan nama Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA) yang tepat pada tanggal 24 September 1960. 

Dengan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan 

sejarah penting dalam perkembangan dan pembaharuan pertanahan di Indonesia. 

3 Ibid. Hal.58 
4 Ibid. Hal.59 
5
Boedi Harsono J, 2008 "Hukum Agraria Indonesia, Srijarah Pembentukan UUPA, Jsi 

dan Pe/aksanaannya", Djambatan., Jakarta. Hal.27 

3 
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Adapun tujuan pokok Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 

sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umumnya yaitu : 

1. Meletakkan dasar-dasar penyusunan hukum agraria nasional yang akan 

merupakan alat untuk membawakan kernakmuran, kebahagian dan 

keadilan negara dan rakyat tani dalam rangka masyarakat adil dan 

makmur ekonomi. 

2. Meletakka.i'l dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan clan 

kesederhanaan hukum pertanahan (politis). 

3. Meletakkan dasar-dasar untuk mernberikan kepastian hukum mengenai 

hak-hak tanah bagi selumh rakyat (hukurn). 

Menurut Boedi Harsono dalam hukum adat jual beli tanah bukan 

perbuatan melawan hukum yang mernpakan apa yang disebut perjanjian obliga!or. 

Jual beli tanah dalam hukum adat rnerupakan perbuatan hukum pemindahan hak 

dengan pembayaran tunai, artinya harga yang disetujui bersama dibayar penuh 

pada saat dilakukan jual beli yang bersangkutan. 6 

Bahwa jual beli tanah yang berlaku sekarang ini adalah berdasarkan 

konsepsi jual beli tanah menurut Hukum Adat. 

Pesatnya perkembangan ekonomi masyarakat dewasa ini, khusus di bidang 

pertanahan menyebabkan nilai ekonomi dari tanah semakin tinggi dan 

. 
menyebabkan status hak atas tanah semakin penting, karena akan memberikan 

jaminan kepemilikan atas tanah dan memberi kepastian hukum bagi pemilik tanah 

yang bersangkutan. Sehingga masalah pembuktian hak tersebut juga menjadi 

semakin penting, karena sekarang yang mempunyai alat bukti yang kuat atas 

6 Ibid. Hal. 29 

4 
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status tanah yang dimilikinya, tentu akan terjamin pula kepastian hukumnya atas 

tanah tersebut. 

Demikian pula bila tanah tersebut akan dialihkan kepada pihak lain, kedua 

pihak merasa yakin tidak akan terjadi sengketa dikemudian hari mengenai tanah 

tersebut, disamping akan memudahkan dalam tata cara dan proses penj ualan tanah 

tersebut. Mengenai peralihan tanah itu, tidak hanya pihak penjual dan pihak 

pembeli yang berkepentingan, bahkan ada pihak lain yang mempunyai 

kepentingan terhadap tanah tersebut akan memperoleh keterangan secara lebih 

mudah dan tidak timbul keragu-raguan lagi. 

Kepemilikan tan.ah tidak hanya menyangkut jangka waktu yang panjang, 

tapi juga menyangkut kepentingan pihak lain, maka tidak adanya sengketa tanah 

adalah hal yang diharapkan oleh semua pihak, karena sengketa tanah akan 

merugikan para pihak yang bersangkutan dengan banyaknya biaya yang 

dikeluarkan serta 'vvaktu yang tersita untuk menyelesaika.1 sengketa tersebut 

terbilang cukup panjang dan mahal. 

Mengingat pentjngnya pendaftaran tanah untuk memperoleh alat bukti hak 

atas tanah, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor l 0 

Tahun 1961 yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nor:1or 24 Tahun 1997 

tentang pendaftaran tanah sebagai peraturan pelaksanaan pendaftaran tanah seperti 

yang diharapkan dalam Pasal 19 UUP A. 

Dengan Peratur:m Pemerintall Nomor 24 Tahun 1997, setiap kali terjadi 

perubahan kepemilikan hak atas tanah dan perubahan status hak atas tanah harus 

didaftarkan dan yang wajib mendaftarkan hak tersebut adalah Pejabat Pembuat 
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Akta Tanah (PP AT) dan pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut dilakukan oleh 

kcpala Kantor Pertanahan. 

Demikian pula dalan1 hal transaksi jual beli tanah, maka setelah dilakukan 

pembayaran tunai oleh pihak pembeli kepada pihak penjual dihadapan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPA T) dcm Pejabat Pembuat Akta Tanah membuat akta jual 

beli tersebut, maka setelah akta jual beli ditanda tangani oleh pihak penjual, pihak 

pembeli saksi-saksi dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka dalam waktu 7 (tujuh) 

hari PP AT harus menyerahkan berkas-berkas transaksi tersebut untuk didaftarkan 

ke Kantor Pertanahan setempat. 

Peranan Kepala Desa ( dalam hukum adat) sekarang ini digantikan oleh 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tujuan dilakukanjual beli tanai11 dihadapan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat modern yang butuh ak:an bukti-bukti yang kuat dan luas sifatnya.7 

Dalarn hal ini sering terjadi kesalahpahaman atacpun kesimpang siuran 

tentang tata cara jual beli tan:-:h yang belum bersertipikat, yang tidak sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), bahkan sebahagian 

tidak sesuai dan menyimpang dari huk:um adat yang sejak dahulu telah menjadi 

pedoman hidup bagi masyarakat adat atau penduduk asli Iindonesia da.lam jual beli 

tanah. 

Tanah yang belum bers.:rtipikat adalah tanah yang sama sekali belum 

pemah didaftarkan di Kantor Pertanahan. Tanah tersebut pada umumnya tidak 

mempunyai alat bukti tertulis seJain bahwa tanah tersebut secara nyata (de facto) 

7 I.G.N. Sugangga, 1994. "Pengantar Hukum Adat", Universitas Diponogoro Semarang. 
Hal. 146 

6 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Christiany R. Tambunan - Aspek Hukum Jual Beli Tanah yang Belum....



berada didalam kekuasaan pemilik tanati., seperti ada dirumah diatasnya atau 

ditanami dengan tanam tumbuh (tanah ladang). 

KalaupW1 ada tanah yang mempunyai alat bukti terrulis, itupun berupa 

pembayaran p~jak bumi dan bangunan, yang hams dibayar pemilik setiap bulan. 

Simpang siur tentang tata cara jual beli tanah dapat dilihat dengan mudahnya 

transaksi tersebut. 

Pertama, disini pihak penjual yang memiliki tanah dan pihak pembeli 

cukup bersepakat atas harga tanah yang dijual tersebut, kemudian pihak pembeli 

akaI1 memberikan sejumlah uang sebagai tanda pembayaran kepada pihak penjual 

dan pihak penjual menyerahkan tanah tersebut tanpa sehelai tanda terima atau 

surat apapun, mereka melakukannya atas saling percaya dan pihak pembeli 

langsung menempati tanah dan menggarap tanah yang dibelinya. Transaksi jual 

beli secara lisan ini biasanya dilakukan oleh para pihak yang sudah saling 

rnengenal satu dengan lainnya dalam suatu kekerabatan yang kental. 

Kedua, cara transaksi jual beli tanah ini sebenamya juga dilakuka..11 secara 

lisan, tapi sebagai tanda pelunasan pernbelian tanah maka pihak pembeli 

rnenyerahkaI1 selembar kwitansi yang berisi sejumlah uang yang telah rnereka 

sepakati sebelurnnya denga.'l. pihak penjual. Ke1hudian pihak pembeli akan 

menempati tanah yang dibelinya atau langsung menggarap tanah tersebut. 

Kedua cara diatas menunjukkan bahwa masyarakat da!am melakukan jual 

beli tanah yang belum bersertipikat tidak mempunyai pedoman secara legal 

bahkan seolah-olah mereka tidak mcngetahui tata cara yang menjadi aturan 

hukum bahkan juga tidak memperdulikan aturan hukum adat yang pernah menjadi 

pedoman kehidupan bermasyarakat. Ironisnya masyarakat menganggap tata cara 
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yang mereka lakukan sah-sah saJa, padahal jual beli tanah yang seperti itu 

disamping diragukan keabsahannya secara hukum Juga mudah sekali 

menimbulkan sengke~ karena selain pihak penjua.l dan pihak pembeli yang tahu 

tentang adanya jual beli tersebut, maka pihak lain yang merasa berkepentingan 

tidak tahu dasar/alas hak terjadinya perpindahan kepemilikan atas tanah yang 

bersangkutan. 

PP Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan hak atas ta.11ah harus didaftarkan ini 

adalah kenyataan mengenai keadaan tanah-tanah di Indonesia, tanah-tanah yang 

sudah didaftarkan jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan tanah-tanah yang 

belum didaftarkan bagi tanah yang sudah didafiarkan akan ditemukan banyak 

hambatan dalam hal adanya peralihan hak atas tanah tersebut. Akan tetapi untuk 

tanah yang belum didaftarkan akan ditemukan banyak hambatan dalam hal adanya 

peralihan hak atas tanah tersebut. 8 Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk 

mengambil penyusurn ..r1 skripsi tentang aspek hukum jual beli tanah belum 

bersertipikat dan pendaftaran halrnya pada kantor pertana'1an dalam hal ini khusus 

di kota medan. 

A. Pengertian dan Penegasan Judul 
! 

Dalam penub:an skripsi ini adapun judul yang diajukan penulis adalah 

Aspek Hukum Jual .3eli Tanah yang Belum Bersertipikat Dan Pendaftaran 

Haknya Di kantor Perrnnahan (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Medan). Agar 

tidak menimbulkan pe:1afsiran dan pengertian yang berbeda-beda terhadap judul 

skripsi ini maka penu.l is akan menguraikan pengertian dari judul skripsi yang 

dimaksud secara etimologi (kata per kata), yaitu : 

R Bachtiar Effend ie, 1993. '"Pendaffaran Tanah di Indonesia dan Peraturan 
Pelaksanannya", Alumni, Bandung, Hal. 12 
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Aspek adalah telaah dari sudut pandang peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.9 

Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat 

yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara). to 

Jua] Beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang 

lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. 11 

Tanah adalah pennukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali.12 

Pasal 723 KUH Perdata : pemilik tanah tak berkewajiban memperbaiki 

sesuatu kerusakan. Sebaiknya pengusahalah berkewajiban memelihara 

tanah dalam usahanya dan melakukan perbaikan akan segala kerusakan 

biasa. Ia boleh memperb?..iki tanah itu dengan mendirikan gedung-gedung 

diatasnya, dengan membukanya atau menanaminya. 

Belum bersertipikat adal ah belum memiliki memiliki surat keterangan 

berupa pernyataan tertuli s atau tercetak dari orang yang berwenang yang 

dapat digunakan sebagai bukti suatu kejadian secara otentik. 

Studi pada kantor pertanahan kota medan adalah tempat diadakannya 

penelitian. 

Dengan demikian maka dapatlah jelas tentang makna dan pengertian dari 

judul skripsi penulis dan dikatakan bahwa pembahasan skripsi penulis ini adalah 

tentang aspek hukum dalam jual beli tanah yang belum bersertipikat dan 

pendaftaran haknya pada kantor pertanahan. 

9 W.J.S. Poerwadanninta, 2004. "Kamus Umum Bahasa Indonesia", PN.Balai Pustaka, 
Jakarta. Hal 380 

10
Sudarsono, 2007. "Kamus Hukum ", Rineka Cipta, Jakarta. Hal. 167 

11 Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
12 Sudarsono Op Cit Hal.483 
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B. Alasan Pemilihan Judul 

Pada saat sekarang ini sering kali masyarakat melakukan jual beli tanah 

yang belurn memiliki hak atas tanah resmi yang telah didaftarkan pada kantor 

pertanahan, karena alasan ini maka alasan penulis melakukan pemilihan dari judul 

tersebut adalah: 

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli tanah belum bersertipikat. 

2. Untuk mengetahui proses pendaftaran hak atas tanah belum bersertipikat. 

3. Untuk: mengetahui hambatan dan kendala proses pendaftaran hak atas 

tan ah. 

C. Permasalahan 

Dalam suatu penulisan suatu karya ilmiah pasti akan ada pennasalah2~11. 

yang akan dibahas dalam pemaparan dan pemahaman isi penulism. Adapun 

permasalahan dalam penulisan ini adalah: 

l. Bagaimana mekanisme jual beli tanah belum bersertipikat ? 

2. Bagaimana proses pendaftaran hak atas tanah belum bersertipikat? 

3. Bagaimana hambatan dan kendala proses pendaftaran hak atas tanah? 

D. Hipotesa 

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam 

melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu 

kebenaran yang hakiki. Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan­

dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau 

JO 
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I' kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu. -' Dalam 

hal ini penulis juga akan membuat hipotesa. Adapun hipotesa penulis dalam 

permasalah yang dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Mekanisme jual beli tanah yang belum bersertipikat adalah dengan 

kesepakatan para pihak yang akan melakukan jual beli, sepakat mengenai 

harga. Selanjutnya dilakukan dihadapan PPAT agar adanya akta jual beli 

yang sah dan memiliki kekuatan hukum atas bukti peralihan hak atas tanah 

tersebut, yang dapat dilihat oleh saksi-saksi. 

2. Proses pendaftaran tanah yang belum bersertipikat harus sesuai ketentuan 

yang ada yaitu mengisi blanko pengajuan permohonan hak atas tanah yang 

telah disediakan Kantor Pertanahan, melampirkan alas hak penguasaan 

tanah secara beruntun yaitu : surat pemyataan penyerahan hak, atau surat 

pemyataan waris atau surat pemyataan asal tanah, identitas pemohonn 

berupa KIP, foto copy pcmbayaran PBB tahun berjalan scrta menyiapkai1 

biaya. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang ada di Kantor 

Pertanahan. 

3. Hambatan dan kendala proses pendaftaran hak atas tanah adalah tidak 

adanya surat tentang bukti kepemilikan hak atas tanah atau surat 

pemyataan tentang dari mana asal tanah tersebut, dan juga karena sekarang 

tentang pendaftaran tanah sangat penting akan melalui proses yang 

panjang dan waktu yang lama. 

13 Samsul Arifin, 2012. "Metode Penulisan Karya Jlmiah dan Penelitian Hukum "
1 

Medan 
Area University Press. Hal.38 
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E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulisan yang dilakukan adala.li: 

1. Sebagai penambah pengetahuan penulis sendiri dibidang ilmu hukum 

keperdataan tentang jual beli tanah yang belum bersertipkat dan 

pendaftaran haknya di kantor pertanahan. 

2. Sebagai surnbangsih kepada masyarakat agar dapat membaca dan 

mengetahui tentang pentingnya membuat sertipikat untuk hak atas tanah 

sebagai bukti kepemilikan yang sangat kuat dan nyata. 

3. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada 

Fakultas Hukurn Universitas Medan Area. 

F. Metode Penelitian 

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnyalah didukung oleh data-data, 

dtmikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk. rnemperoleh 

data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi Lill 

setidak-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. 

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka 

penulis mempergunakan 2 (Dua) metode: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu dengan melakukan 

penelitian terhadap berbagai suffiber bacaan yaitu buku-buku, majalah 

hukum, pendapat para sarjana danjuga bahan-bahan kuliah. 

2. Peneiitian Lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan keiapangan 

dalam hal ini penulis langsung melakukan studi kantor pertanahan kota 

medan. 

12 
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G. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penyusunan dan pernbahasan skripsi ini, penulis 

rnernbuat suatu sisternatika penulisan secara teratur yang terdiri dari beberapa 

bagian yang rnempunyai hubungan yang erat antara yang satu dengan yang 

lainnya. Sistematika penulisan atau gambaran isi tersebut dibagi dalam beberapa 

bab, dan diantara bab-bab itu terdiri pula atas beberapa sub bah. Adapun 

susunannya sebagai berikut: 

BABI 

BAB II 

BAB III 

: PENDAHULUAN 

Didalam bab ini diuraikan mengenai pendahuluan pengantar yang 

mengantarkan kita rnenuju uraian-uraian selanjutnya. Pendahuluan 

ini Pengeitian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, 

Permasalaha,.'1, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metod~ Penelitian dan 

Sistematika Penulisan. 

:TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELi TAt~AH 

Bab ini merupakan bah kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab ini 

pada dasamya hanya membahas pokok sebagaimana judul babnya. 

Bab ini secara teoritis akan membahas hal-hal yang berhubungan 

Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli Tanah, Jual Beli Tanah 

Scbelum Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, dan Jual 

Beli Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. 

: TINJAUAN UMU~vf TENTA.1~G PENDAFTARAN TANAI-I 

Bab ini mempakan bab kelanjutan dari bah sebehmmya. Bab ini 

pada dasamya hanya membahas pokok sebagaimana judul babnya. 

13 
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BAB IV 

BABV 

Cara Jual Beli Hak Atas Tanah . 

: ASPEK HUKUM JUAL BELi TANAH YANG BELUM 

BERSERTIPIKA T 

Bab ini merupakan bab kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab ini 

pada dasamya hanya membabas pokok sebagaimana judul babnya. 

Dalam Bab ini aka.'1 diuraikan tentang : Mekanisme Jual Beli Atas 

Tanah Yang Behun Bersertipikat, Proses Pendaftaran Hak Atas 

Tanah Yang Belu.'11 Bersertipikat, dan Hambatan dan Kendala 

Proses Pendaftaran Hak Atas Tarrah Yang Belum Bersertipikat . 

: PENUTUP 

Berisikan dari rangkuman yang merupakan simpulan dari seluruh 

pembahasan yang dilakukan. Juga saran-saran yang merupakan 

sumbangsih pemikiran penulis. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMP IRAN 

14 
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BAB II 

TINJAUAN U~1UM TENTANG JUAL BELi TANAH 

A. Pengertian dan Dasar Hokum Jual Beli Tanah 

Dalam membicarakan jual beli tan.ah, maka harus diketahui terlebih dahulu 

pengertian tanah dan dasar hukum tanah itu sendiri. 

"Menurut geologis agronomis pengertian tanah adalah lapisan lepas permukaan 
bwni paling atas yang dapat dimanfaatkan untuk menanami tumbuhan disebut 
tanah garapan, tan.ah pekarangan, tanah pertanian, tan.ah perkebunan. Sedangkan 
tanah bangunan digunakan untuk menegakkan rumah. Di dalam tanah garapan ini 
dari atas sampai bawah berturut-turut terdapat sisiran garapan sedalam irisan 
b2~ak, lapisan pembentukan kukus, dan lapisan dalam". 14 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tan.ah adalah : 

1. Permukaan bumi atau lapisan burni yang di atas sekali 

2. Keadaan bumi di suatu tempat 

3. Pem~ ~ikaan bumi yang diberi batas 

4. Bahm1-bahan dari bumi, bumi sebagai laha...-1 sesuatu (pasir, cadas, aspal, 

dan lain-lain ). 

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memberikan defenisi tanah, 

sesua1 dengan Pasal 4 (em pat) yang menyebutkan, bahwa atas dasar hak 

rnenguasm dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan 

bumi, yang disebut tan.ah. Sehingga secara yuridis pengertian tanah adalah 

permukaan bumi. 

14 AP Perlindungan, 1973. "Berbagai Aspek Pelaksanaan UUP A", Alumni. Bandung,. 
Hal. 35 
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Selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Pokok Agraria (UUP A) 

bagian II (1) menegaskan, bahwa : dalam pada itu hanya permukaan bumi saja, 

yaitu yang <lisebut tanah, yang dapat dimiliki oleh seseorang. 

Pengertian hak ulayat menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara 

Agraria Nomor 5 Tahun 1999 adalai.1. : kewenangan yang menurut hukum adat 

dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang 

merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari 

sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan 

hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah 

turun temurun yang tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan 

wilayah yang bersangkutan. 

Pengertian Tanah Ulayat menurut Peraturan Menteri Negara Agraria 

Nomor 5 Tahun 1999 adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari 

suatu masyarakat hukum adat tertentu. 

Antara hak atas tanah perorangan dengan hak ulayat ada hubungan iimbal 

balik.. artinya lebih intensif hubungan antara individu dengan tanah yang 

bersangkutan, makin lebih teganglah, lebih kuranglah kekuatan berlakwiya hak 

ulayat persekutuan iterhadap tanah dimaksud; tetapi sebaliknya apabila hubungan 

individu dengan tanah tersebut menjadi makin lama makin kabur, karena 

misalnya, tanah itu kemudian ditinggalkan olehnya ataupun tanah itu kemudian 

tidak/kurang dipeliharanya, maka tanah dimaksud kembali masuk dalam 

kekuasaan hak ulayat persekutuan. 15 

15 Soerojo Op Cit Hal. 239 
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B. Jual BeJi Tanah Sebelum Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria 

Sebelum berla.1'.-unya Undang-Undang Pokok Agraria (UUP A) yaitu 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, jual beli tanah di Indonesia mempergunakan 

dua sistem hukum, yaitu sistem hukum barat bagi golongan eropa dan sistem 

hukum adat bagi golongan pribumi. 

AP Parlindungan menyebutkan bahwa, "'sebelum berlakunya UUPA, 

negara kita masih terdapat dualism dalam hukum agraria, hal ini didasarkan pada 

kenyataan bahwa masih berlakunya dua macam hukum yang menjadi dasar 

hukum bagi hukum pertanahan kita, yaitu hukum adat dan hukum barat sehingga 

terdapat dua macam tanah yaitu tanah adat dan tanah barat". 16 

Boedi Harsono menjelaskan secara lebih terperinci bahwa ; 

"Dalam hukum barat, dilakukannya jual beli tanah tersebut belum terjadi 
perubahan apapun pada hak atas tanah yang bersangkman, biarpun 
misalnya pembeli sudah membayar penuh harganya dan tanahnya pun 
secara fisik sudah diserahkan kepadanya. Hak atas tanah yang dijual baru 
bervindah kepada pembeii , jika penjual sudah menyerahkan secara yuridis 
kepadanya, penyerahan yuridis tersebut dilakukan dihadapan Notaris dan 
wajib didaftarkan pada Pejabat Balik Nama (overschrijvings ombtenaar). 17 

Dalam hukum adat, jual beli tanah pada dasamya mempunyai syarat terang 

dan tunai, maksudnya adalah jual beli dilakukan dihadapan kepala desa dan 

pembeli merr:bayar harga tanah secara tunai kepada penjual sesuai dengan 

kesepakatan antara penjual dan pembeli. 

Pengertian jual beli tanah menurut hukum adat adalah suatu perbuatan 

hukum, yang mana pihak penjual menyerahkan tanah yang, dijualnya kepada 

pembeli untuk selama-lamanya, pada waktu pembeli membayar harga (walaupun 

16 AP Parlindungan Op Cit Hal. 40 
17 Boedi Harsono I Op Cit Hal. 28 
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barn sebagian) tanah tersebut kepada penjual. Sejak itu hak atas tanah telah 

beralih dari penjual kepada pembeli. 18 

Sistem jual beli tan:ili dalam hukum adat menganut sistem tunai/konkritJ 

terang/nyata artinya setiap hubungan hams terlihat nyata. Hal ini karena 

masyarakat adat masih sangat sederhana, sehingga dalam transaksi jual tanah 

tersebut baru mengikat apabila transaksi tersebut terlihat secara konkrit dan nyata 

telah terjadi yaitu dibuktikan dengan adanya pertukaran, berupa penyerahan tanah 

sebagai objek dengan sekaligus penyerahan uang secara tunai sebagai pembayaran. 

Jual beli tanah menurut hukum adat adalah perbuatan hukum dimana pihak 

penjual menyerahkan tanahnya kepada pembeli untuk selama-!amanya pada saat 

pembeli membayar harga tanah tersebut kepada penjual (walaupun separuh dari 

harga yang telah ditentukan).Jual beli menurut hukum adat dilakukan dimuka 

kepala adat yang bertindak sebagai saksi dan menjamin jual beli sah. 

"Sehingga dikatakan bahwa jual beli tanah menu..'llt Hukum Adat itu 

bersifat terang, nyata (kongkrit), dan bersifat tunai (kontan)". i 9 

Sehingga dengan pcndapat diatas, Boedi Harsono mengatakan bahwa, 

"jual beli tanah itu adalah penyerahan hak atas tanah yang dijual kepada pembeli 

yang pa(~a saat yang sama membayar penuh kepada penjual harga yang telah 

disetujui bersama, maka jual heli tanah menurut Hukum Adat ini pengaturarmya 

termasuk dalam Hukum Tanah".20 

Dalam jual beli tanah, sistem hukum barat dengan sistem hukum adat 

mempunyai perbedaan, yaitu: 

18 Ibid. Hal. 30 
19 K. Wantjik Saleh, 1977. "Hak Anda Atas Tanah", Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal. 30 
20 Boedi Harsono l Op Cit Hal.29 

18 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Christiany R. Tambunan - Aspek Hukum Jual Beli Tanah yang Belum....



1. Objek tanah yang berbeda, untuk sistem hukum barat, tanah dengan hak 

barat yaitu hak eigendom, hak erfpactht, hak opstal, clan lain-lain. 

Sedangkan sistem hulmm adat, tanah hak adat yang sebahagian besar tidak 

mempunyai bukti tertuli s. 

2. Subjek/Pemilik hak atas tanah. Sistem hukum barat, tanah-tanah tersebut 

dimiliki oleh golongan eropa atau yang dipersamakan dengan itu, 

contohnya golongan pri bumi yang menundukkan diri dengan sukarela 

pada hukum barat dan golongan timur asing. Dan sistem hukum adat, 

tanah dimiliki oleh golongan pribumi yang hidup turun temurun diatas 

tanah tersebut, meninggali dan menggarapnya yang banyak tersebar 

dipelosok-pelosok desa. 

3. Cara pelepasan haknya. Sistem hukurn barat, jual beli tanah sebagai 

bentuk dari perjanjian konsensuil dan obligator yang menggunakan dua 

cara penyerahannya, yai: Lt penyerahan nyata yang belum menyebabkan 

berpindahnya hak atas t:u ah dan penyerahan yuridis yang memindahkan 

hak milik atas tanah, daiam hal ini setelah jual beli tersebut didaftarkan 

pada Pejabat Balik Nama. Sementara itu sistem hukum adat, jual beli tanah 

merupakan perbuatan huk um dimana sete]ah pembayaran tunai dilakukan 

oleh pembeli kepada penj ual, maka hak atas tanah tersebut secara otomatis 

sudah berpindah dari penjual kepada pembeli, disini tidak ada pendaftaran 

tanah seperti pada sistem hukum barat. 

19 
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C. Jual Beli Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria 

Dengan berlakunya Unda.11g-Undang Pokok Agraria, maka terjadi 

perubahan secara fundamental atau mendasar didalam sistem hukum nasional 

seperti dikatakan oleh Boedi Harsono bahwa, "Undang-Undang Pokok Agraria 

menciptakan hukum agraria nasional berstruktur tunggal, yang seperti dinyatakan 

pada bagian berpendapat serta penjelasan umum Undang-Undang Pokok Agraria 

berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, sebagai hukum aslinya, sebahagian 

terbesar rakyat Indonesia". 21 

Boedi Harsono menyebutkan, "bahwa sebelum berlakunya Undang-

Undang Pokok Agraria dikenal lembaga hukum jual beli tanah. Ada yang diatur 

dalam KUH Perdata yang tertulis, dan ada yang diatur oleh hukum adat yang tidak 

1 
.. , 22 tertu is' . 

Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata, pengertian jual beli yaitu "suatu 

perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikaikan dirinya untuk menyerahkan 

sesuatu hak milik atas sesuatu barang dan pihak lain untuk membayar harga yang 

telah dijanjikan".23 

Selanjutnya R.Soebekti menyebutkan bahwa, "penyerahan barang tidak 

bergerak terjadi dengan pengutipan sebuah akta transport dalam register tanah 

didepan Pegawai Balik Nama". 24 Tetapi tentang jual beli tanah juga dapat 

diJakukan bagi para pihak yang meJakukan, hanya saja sebagai pembuktiannya 

hams dilakukan didepan Pejabat yang berwenang untuk itu, misalnya saja Pejabat 

21 Ibid Hal. 23 
22 Ibid. Hal. 27 
23 Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
24 R. Soebekti, 1979. "Hukum Perjanjian ", PT. Intermasa, Jakarta. Hal. 79 
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Pembuat Akta Tanah yang berhak: membuat akta jual beli dan sebagai saksi 

menyerahkan bukti-bukti kepemilikan dan transaksi pembayaran 

Mengenai pengertian jual beli tanah, setiap orang memiliki pendapat dan 

pandangan yang berbeda-beda, jual beli tanah zaman <lulu dengan zaman sekarang 

yang semakin berkembang. Harun Al Rasyid mengatakan bahwa, "pengertian jual 

beli tanah pada hakekatnya merupakan salah satu pengalihan hak atas l anah 

kepada pihak/orang lain yaitu dari penjual kepada pembeli".25 

Demikian juga dengan jual beli tanah, yang menggunakan ketentuan 
UDP A juga berdasarkan Hukum Adat, seperti ketentuan Pasal 26 ayat 1 UUPA 
yang menyatakan bahwa jual beli, hibah, penukaran, pemberian dengan wasiat, 
pemberian menurut ad.at dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk 
rriemindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraruran 
P . tah 26 emerm . 

Menurut Saleh Adiwinata bahwa, "bila kita perhatikan jual beli menurut 

Undang-Undang Pokok Agraria dengan meml.;andingkan caranya dalam jucd beli 

sesuai dengan Hukum Adat sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Ag ~·aria, 

maka dari saat terjadinya persetujuanjual beli sampai si pembeli menjadi per;:iliki 

hak atas tanah berbeda sekali, juga formalitas bi:mya lebih mirip kepada jun] beli 

tanah eigendom <lulu dari pada jual beli tanah dengan hak milik indonesia" .27 

Pemyataan diatas disebabkan kalau sebelum berlakunya Undang-Undang 

Pokok Agraria, jual beli hanya dilakukan dihadapan Kepala Desa, maka mc :urut 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Pasal 37 ayat 2 mengatakan, k::cuaU 

ada keadaan-keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kt"pala 

Kantor Pertanahan, dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tarrnh hak 

25 Harun Al Rasyid, 1987. "Seki/as Tentang Jua/ Beli Tanah(Berikut Per. 1:.ran­
Peraturannya) '', Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal. 50 

26 Ibid. Hal. 13 
27 Saleh Adiwinata, 1976. "Pengertian Hukum Adat 1\-fenurut UUPA ",Alumni, Bad ung. 

Hal. 36 
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milik, yang dilakukan diantara perorangan warga Negara Indonesia yang 

dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT.28 

Setiap orang tentu memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang 

perubahan zaman kehidupan manusia, tentang kebutuhan manusia, juga tentang 

perkembangan yang semakin modern, yang semakin lama para masyarakat terus 

mengikuti perkembangan zaman tersebut tanpa tahu efek atau kensekensi hal 

terse but. 

Berbeda dengan pendapat Saleh Adiwinata adalah pendapat Boedi 

Harsono bahwa, "dalam memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang terbuka, 

lembaga jual beli misalnya, mengalarni modernisasi dan penyesuaian tanpa 

mengubah hakekatnya sebagai perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah 

dengan pembayaran harganya secara tunai , serta sifatnya dan cmnya sebagai 

perbuatan yang rill dan terang. 29 

D alan1 Pasal 3 7 ayat l Peraturnn Pemerjntah No. 24 Tah un 1997 

menyatakan yaitu peralihan hak atas tanah Jan hak milik atas satuan rurnah susun 

melalui jual beli, tukar menukar, hi bah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan 

hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya 

dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejab t Pembuat ! 

Akta Tanah (PP AT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-

m1dangan yang berlaku. 

Mengenai hubungan jual beli tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria 

(UUPA) dan Hukum Adat, Harun Al Rasyid rnengatakan bahwa, "jual beli dalam 

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah jual beli yang sesuai dengan 

28 Boero Harsono I Op Cit Hal. 539 
29 Ibid Hal. 208 
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Hukum Adat, yaitu dibayar tunai, karena tanpa dilakukan pembayaran tersebut, 

maka tidak akan terjadi jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

da tidak akan memperoleh akta jual beli dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

yang berarti tidak adanya pemindahan hak atas tanah secara hukum rnenurut 

k b lak "30 etentuan yang er u . 

Berbeda dengan pendapat diatas Saleh Adiwinata mengatakan bahwa, 

"tidak mungkin hak itu kita a11ggap berpindah ke pembeli pada waktu akta dibuat 

dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPA T). Peralihan haknya hanya masih 

disetujui oleh Menteri atau peja.bat yang ditunjuk juga setelah pembeli mendapat 

ijin, hak atas tanah dapat dianggap telah beralih, namun peralihannya itu beumlah 

berlaku pada pihak ketiga".31 

Senada dengan pendapat Saleh Adiwinata adalah Mariam Darns 

Badrulzaman berpendapat bahwa, "dilihat dari sistem pemindahan hak daiam 

Undang-Undang Pokok Agrai-i a (UUPA), saat lahir hak (kebendaan) adalah pada 

d fta 
., <2 saat pen a rm-r . -

Dalam jual beli tanah pada saat sudah berlakunya Undang-Undang Pokok 

Agraria (UUPA), maka yang penting diperhatikan adalah: 

1. Subjek dalam jual beli tan;th adalah warga Negara Indonesia (Pasal 9 UUPli\.); 

2. Objek dalam jual bcli tanah adalah : 

a. Tanah dengan hak mili k, hak guna usaha, hak guna bangunan, untuk tanah 

yang sudah bersertipibt. 

b. Untuk tanah yang belum bersertipikat dengan bentuk : 

Hal. 41 

30 Hamn Al Rasyid Op Cit .1-lat36 
3 1 Saleh Adiwinata Op Cit Hal.33 
32 Mariam Darus Badrulzaman, 1980. "Bab-Bab Tentang Hypote/(' , Alumni, Bandung. 
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i. Tanah yang sudah didaftarkan menurut peraturan sebelum 

berlakunya PP No. 10 Tahun 1961 meliputi: 

- Grose Akta hak eigendom yang diterbitkan oleh Pejabat Balik 

Nama' 

- Surat tanda bukti hak milik yang diterbitbn berdasarkan Peraturan 

Menteri Negara Agraria No. 9 Tahun 1959. 

II. Tan.ah Indonesia yang belum pemah didaftar, tetapi karena 

perbuatan atau peristiwa hukum tertentu, maka didaftarkan yaitu : 

- Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat 

Akta Tan.ah (PP AT) yang tanahnya belum dibukukan. 

- Akta ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai 

di laksanakan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. 

- Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) yang berwenang yang tanahnya sudah dibukukan, tapi 

belum didaftarkan. 

- Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah 

yang diambil pemerintah. 

- P2jak, girik, pipil, keti tir, dan verponding Indonesi). 

- Surat keterangan riwayat tan.ah yang pernah dibuat oleh kantor 

peayanan pajak bumi dan bangunan. 

- Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan, yang dibubuhi 

tanda kesaksian oleh kepala adat/kepala desa/ kelurahan. 

m. Tanah Indonesia yang belum pemah didaftarkan dan belum wajib 

didaftar. 
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Tata cara jual beli sesudah berla.lcunya Undang-Undang Pokok Agaria 

(UUP A) yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan 

Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 adalah : 

1. Pihak: penjual dan pembeii hams mempersiapkan berkas-berkas dokumen 

yang diperlukan untukjual beli tanah tersebut yaitu: 

a. Golongan I, yaitu dokurnen status tanah. 

b. Golongan II, yaitu identitas penjual dan pembeli dan perbutan hukum 

atas tanah. 

c. Golongan III, yaitu dokumen-dokumen lain. 

2. Kemudian penjual dan pembeli menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PP AT) untuk dibuatkan akta jual beli, untuk itu Pejabat Pembuat Aleta 

Tanah (PP AT) harus bertindak sebagai berikut : 

a. Untuk tanah yang belum bersertipikat, "Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) dapat meminta kehadiran Kepala Desa dan seorang anggota 

pemerintah desa untuk bertindak sebagai saksi, juga menjamin bahwa 

tanah yang akan di jual memang hak milik penjual dan benvenang 

menjualnya".33 

Menumt Harun Al Rasyi d bahwa : 

"Fungsi akta merupakan sesuatu yang penting bila ia dihubungkan 
dengan pemindahan hak milik seseorang terhadap sesuatu barang 
tertentu yang menjadi milikinya, karena akta jual beli tanah 
mempunyai sifat-sifat yang dimiliki oleh akta otentik, maka 
mempunyai kekuatan pembuktian formal, artinya para pihak 
memang benar-benar telah menerangkan apa yang telah 
diterangkan dalam akta tersebut adalah benar berlaku terbadap 
pihak ketiga".34 

33 Effendi Perangin-angin, 1987. "Hukum Agraria di Indonesia (Suatu Telaah dari Sudut 
Pandang Praktisi Hukwn}", CV. Rajawali, Jakarta. Hal.l 8 

34 Harun Al R~.yid Op Cit Hal. 66 

25 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Christiany R. Tambunan - Aspek Hukum Jual Beli Tanah yang Belum....



Sedangkan M.Yahya Hara.hap berpendapat bahwa, "tujuan akta jual 

beli tanah hanya sekedar mensejajari jual beli itu dengan keperluan 

penyerahan yang kadang-kadang memerlukan penyerahan yuridis 

disamping penyerahan nyata".35 

b. Untuk tanah yang sudah bersertipikat, Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) sebelum membuat aktajual beli rnaka harus meneliti: 

- Sertipikat tanah ke Kantor Pertanahan tentang sesuai atau tidak 

dengan arsip data fisik dan data yuridis di kantor pertanahan. 

- Adanya pemyataan dari penjual bahwa bidang tanah tidak berada 

dalam sengketa. 

3. Untuk selanjutnya setelah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) membuat 

akta jual beli, maka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP AT) sela:nbat-

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanginya akta, "vajib 

menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang 

bersangkutan kepada kantor pertanahan untuk didaftar36
• 

35 M.Yahya Harabap, 1982. "'Segi-Segi Hukum Perjanjian '', Alumni, Bandung. Hal.182 
36 Pasal 40 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 
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BAB III 

TINJAUA .• "i'i UMUM TENT ANG PEND AFT ARAN T ~1""AH 

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pendaftaran Tanah 

Berdasarkan Pasal 1 ayat l Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 

pengertian Pendaftaran Tanah ada!ah rangkaian kegiatan yang dilakukan 

pemerintah secara terns menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi 

pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data 

fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan pendaftaran, mengenai bidang-

bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian sertipikat sebagai 

tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak 

milik atas satuan rumah susun serta h2Jc-hak tertentu yang membebaninya. 

Boedi Harsono menjelaskan lcbih lanjut tentang pengertian diatas bahwa, 

'·kata-kata suatu rangkaian kegiatnn menunjukkan kcpada adanya berbagai 

kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tan.ah, yang berkaitan satu dengan 

yang lain berurutan menjadi satu rangkaian yang bermuara pada tersedianya data 

yang diperlukan dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan 

bagi rakyat".37 

Selanjutnya beliau berkata bahwa, "kata terus-menerus menunjuk kepada 

pelaksanaan kegiatan, yang sekali dimulai tidak akan ada akhimya".38 

Data tersebut hams tetap dipelihara bilamana te.r:jadi perubahan, baik 

perubahan terhadap subjeknya dikarcllakan adanya perbuatan hukum atas tanah 

tersebut seperti pewarisan, jual beli, h~bah, wakaf, dan lain-lain, maupun 

37 Boedi Harsono I , Op Cit Hal. 72-73 
38 Ibid 
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perubahan yang terjadi pada objeknya, yaitu bilamana terjadi perubahan status hak 

atas tanah tersebut. 

Boedi Harsono melanjutkan pemyataan bahwa, "kata teratur menunjukkan 

bahwa semua kegiatan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang 

sesuai, karena hasilnya akan merupakan data bukti menurut hukum". 39 

Mengenai pentingnya pendaftaran tanah Bachsan Mustafa berpendapat 

bahwa, "pendaftaran tanah akan melahirkan sertipikat tanah, mempunyai arti 

untuk memberikan kepastian huk:um, karena hukum jelas dapat diketahui baik 

identitas pt:megang haknya (subjeknya) maupun identitas tanahnya".40 

Bachtiar Effendi Ihenyebutkan ada dua tujuan pendaftaran tan.ah yaitu : 

1. Penyediaan data-data penggunaan tanah untuk pemerintah ataupun 

masyarakat. 

2. Jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah _ _.: 

K. \.Vantjik Saleh juga berpendapat b:::Jr...,ra, tujuan diadakannya 

pendaftaran tanah oleh pemerintah adalah untuk menjamin kepastian hukum yang 

meliputi mengenai : 

1. Letak, batas dan luas tanah. 

Status tanah dan orang yang berhak atas tanah 

3. Pemberian berupa surat sertipikat. 42 

Demikian pula Hrun Al Rasyid berpendapat bahwa, "tujuan pendaftaran 

tanah adalah terciptanya kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukurn 

39 Ibid 
40 Bachsan Mustafa, 1984. "Hukum Agraria Da/am Perspe!t1ij", Remaja Karya CV. 

Bandung. Hal. 58 
41 Bachtiar Effendi, Op Cit Hal. 21 
42 

K. Wantjik Saleh, Op Cit Hal. 59 
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menyangkut bidang keagrarian, khusus mengenai pemilikan dan penguasaan 

tanah". Kepastian hukum itu harus meliputi : 

1. Kepastian mengenai orang/ badan hukum yang menjadi pernegang hak ; 

2. Kepastian hukum objek hak (letak, batas-batas dan luas bidang tanah). 43 

Menurut Boedi Harsono pendaftaran tanah mempunyai fungsi sebagai 

berikut: 

1. Dalam bidang pembuktian ; 

2. Memberikanjaminan kepastian hukum; 

3. Dalarn hal-ha1 tertentu sebagai syarat konstitutif bagi terjadinya suatu 

peristiwa hukum, misalnya : terciptanya hak atas tanah, peralihan hak, 

hapusnya hak. 44 

Pasal 3 (tiga) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 rnenyebutkan 

bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah : 

1. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang 

hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun da.11 hak-hak lain yang 

terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 

pemegang hak yang bersangkutan ; 

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepenti ~1gan 

termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang 

tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar; 

3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 

43 Harun Al Rasyid Op Cit Hal. 82-83 
44 Boe di Harsono III, 1980. "Bcberapa Analisa Tentang Hukum Agraria ", Bagian I, 

EsaStudy Club. Jakarta. Hal. 108 

29 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Christiany R. Tambunan - Aspek Hukum Jual Beli Tanah yang Belum....



Pendaftaran tanah yang baik adalah sangat menguntungkan bagi 

masyara..lcat. Keuntungan dari terlaksananya pendaftaran tanah adalah : 

1. Memberikan rasa aman kepada pemegang bak atas tanah karena adanya 

kepastian hukum mengcnai hak atas tanahnya, yang pada gilirannya akan 

memberikan rasa kcmantapan dalam usahanya dan dapat meningkatkan 

produktivitas pemanfaatan tanah tersebut. 

2. Berkurangnya sengketa atas tanah sehingga terdapat penghematan dalam 

biaya dan waktu bagi perorangan dari aspek mikro maupun bagi negara 

dalam aspek makro. 

3. Mudah, Murah dan adanya kepastian atas suatu transaksi mengenai tanah. 

peralihan hak: perorangan atas tanah yang tidak terdaftar seringkali 

mengakibatkan biaya yang mahal dan menimbulkan ketidak pastian 

hukum. 

4. Meningkatkan investasi dengan menjadikan tanah sebagai _iaminan guna 

memperoleh kredit jangka panjang. pada umumnya lembaga perbankan 

menurut adanya hak yang sah atas suatu jaminan sebelum kredit diberikan. 

5. Hasil pendaftaran tanah yang berupa data-data yuridis dan data-data fisik 

selain memberikan kepastian hukum, juga dapat digunakan1 sebagai 

instrument untuk penetapan pengenaan pajak.45 

Selain itu' berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 azas pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas scderhana, aman, 

terjangkau, mutakhir dan terbuka. 

~5 lrawan Soerojo. 2003. "Kepastian llukum Hak Atas Tanah di indonesia ", Arkola 
Surabaya, Surabaya. Hal. 27 
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Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan­

ketentuan pokoknya maupun prosedumya dngan mudah dapat dipahami oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan terutama para pemegang hak atas tanah. 

Asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah 

periu diselenggarakan secara tcliti dan cermat sehingga hasilnya dapat 

memberikanjaminan kepastian hukum sesuai denga..'1 tujuan pendaftaran tanah itu 

sendiri. 

Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang 

memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan 

golongan ekonomi lemah. 

Asas mutakhir, dirnaksud kelengkapan yang mcmadai dalam 

pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharan datar.ya. Data yang 

tersedia hams rnenunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk irn perlu diikuti 

kewajiban mendaftar dan pencatalan yang terjadi di kemudian hari. Sehingga 

diharapkan yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dcngan keadaan 

nyata di lapangan. 

Azas terbuka, dimaksud bahwa rnasyarakat dapat memperoieh keterangan 

mengenai data-data yang benar setiap saat. 

B. Jenis-Jenis Hak Atas Tanah 

Tanah dalam kehidupan ma.1usia mempunyai arti yang s:mgat penting, 

oleh karena sebahagian besar kehidupan manusia adalah bergantung pada tanah. 

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 bahwa yang dapat mempunyai hak 

atas tanah secara penuh adalah warga Negara Indonesia baik 12.ki-laki maupun 
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perempuan yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya untuk 

dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. 

Untuk menjaga keamanan dan kepastian hukum hak atas tanah, maka 

setiap orang yang memperoleh dan memiliki hak hendaknya mengusahakannya 

agar dapat memiliki sertipikat hak atas tanah. Dengan demikian si pemilik 

sertipikat hak atas tanah tersebut akan lebih rnerasa aman dan tenang untuk 

mempergunakan haknya. 

Membicarakan hak-hak tanah ini maka kita harus meninjaunya dari 

berbagai sudut hukum yang hidup di fndonesia, baik itu hukum adat, perdata clan 

agrana. 

1. Hak Atas Tanab l\fenurut Hokum Adat 

Hak-hak atas tanah menurut hukum adat ini di Indonesia dapat kita lihat 

seperti hak pertuanan dari persekutuan desa. 

Hak pertuanan ini yang di::amakan hak ulayat ~i dak melekat pada 

perseorangan (individu), me!ainkan pada suatu persekutu'.m seperti didesa di 

. 46 
Jawa. 

Hak ulayat ini berlaku ke luar dan ke dalam. Berlaku keluar maksudnya 

warga Juar masih ada kemungkinan umuk dapat menggarap t<'nah ulayat tersebut 

dengan izin persekutuan serta telah membayar uang pemasukan. Memang pada 

prinsipnya warga luar tidak boleh menggarap tanah ulayat itu. 

Sedangkan berlaku ke dalam, persekutuan sebagai keseluruhan yang 

berarti semua warga persekutuan krsamaan kesatuan, hsk ulayat dimaksud 

46 Wirjono Prodjodikoro, 1980. "Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda", 
PT.Intermasa. Jakarta. Hal. 26 
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memetik hasil dari pada tanah beserta segala tumbuh-tumbuhan dan binatang liar 

yang menjaadi hidup diatasnya. 

Yang menjadi objek hak ulayat ini adalah : 

a. Tana.Ii. (daratan). 
b. Air (perairan seperti: kali, danau, pantai beserta perairannya). 
c. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara luar (pohon, buah-buahan, pohon­

pohon kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya). 
d. Binatang yang hidup liar.47 

Hak-hak yang dapat diperoleh seseorang warga dari satu persekutuan 

hukum di dalam lingkungan tanah ulayatnya adalah: 

a. Hak menebang kayu : setiap penduduk (warga) dapat menebang kayu di 

hutan-hutan dengan tidak meminta izin dan ::nau memberitahuka.11 kepada 

yang berwajib, kayu mana akan dipergunakannya untuk kayu api atau 

perumahan. 

b. Hak memungut hasil hutan : hasil hutan sept.:rti rotan, dammar dan lain-

lain dapat diperoleh oleh setiap warga dengan cara dan syarat sebagaimana 

pada hak menebang kayu. 

c. Hak mengembala temak : setiap warga berhak melepaskan temaknya, 

tidak saja diatas tanah mentah, tetapi juga di atas tanah-tanah yang telah 

diusa.liakan, umpamanya sawah, tetapi pada <vaktu sawah itu tidak 

ditanami atau pada waktu kosong. Apabila pemilik tidak mengizinkannya, 

maka dia hams membuat pagar disekeliling sawah tersebut. 

d. Hak memburu : dengan tidak memerlukan izin dan juga tidak harus 

membayar ganti kerugian setiap warga dapat berburu dalam lingkungan 

tanah ulayat dari suatu persekutuan hukum. 

47 Soerojo Wignyodipuro Op Cit Hal. 239 
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Jadi dalam hal ini untuk lebih jelas mengenai hak atas tanah yang dapat 

diperoleh seorang warga dari persekutuan hukum di dalam lingkungan tanah 

ulayat di muiai dengan : 

a. Hak membuka tanah : untuk memperoleh hak ini pada umumnya 

diperlukan izin karena tanpa izin dari yang berwajib perbuatan itu 

melanggar hukum dan pekerjaan yang telah dimulai hams dihentikan. 

Pemberi izin biasanya hanya dengan lisan saja 

b. Hak memungut hasil : hak rnemungut hasil, satu hak perseorangan ataas 

tanah, hak ini mempunyai sifat sementara dengan perkataan lain hanya 

dapat diperoleh untuk satu tahun panen. 

c. Hak wenang pilih : hak ini adalah hak pertama terhadap tanah, hak 

seseorang warga untuk didahulukan dari yang Jain mengusahakan 

menguasai tanah. Haknya ini tidak dapat dipertahaukan apabila dilewatkan 

dengan begitu saja waktu untuk menanam, karena seorang \\:arga yang lain 

dapat menuntut supaya tanah tersebut diusahakan terns atau diberikan 

kepada yang menuntut untuk diusahakannya. 

d. Hak belengket atau hak wenang beli : hak seseorang untuk didahulukan 

dari orang lain mendapat kesempatan membe'!i tanah pertaruan/ perumaha11 

dan ernpang dengan harga yang sama disebut hak belengket/hak wenang 

beli. 

e. Hak milik : dengan meninggalkan cara mengusahakan tanah hanya satu 

tahun panen saja, sebagaimana pada hak memungut hasil maka terjadilah 

pengusahaan tanah yang lebih kekal oleh seseorang warga atas tanah yang 

dapat disebut sebagai hak rniliknya, jadi hak milik timbul apabila sebidang 
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tanah diusahakan terus-menerus dan/atau ditanami dengan tanaman keras 

selun.ihya. 

f. Hak atas tanah perumahan : hak ini adalah hak setiap orang yang telah 

berumah tangga (kawin) atas sebidang tanah untuk perumahan, biasanya 

ini telah ditentukan pada suatu tempat tertentu. Dalam hal ini yang 

membutuhkannya harus meminta izin kepada Kepala Persekutuan. Setelah 

itu harus membebaskan tanah dari segala beban, umpamanya membayar 

ganti kerugian untuk tanaman kepada pemiliknya. 

g. Hak atas tanah jabatan : selama dalam masa jabatan seorang warga 

diberikan sebidang tanah yaitu tanah jabatan. Dari tanah ini ia berhak dan 

dapat menarik keuntungan. Hak yang diterangkan diatas ini adalah hak 

yang diperoleh dengan mengadakan satu tindakan, perbuatan yang tegas. 

mengadakan ikatan dengan tanah, yang di dalam 2.'.;linya dikuasai penuh 

oleh hak ulayat dari satu persekutuan hukum. 

2. Hak Atas Tanah Menurut Hukum Perdata 

Dengan keluarnya UUP A No. 5 Tahun 1960, ketentuan-ketentuan dalam 

I3uku II KUH Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air, serta 

kckayaan alam yang terkandung di dalam'nya kecuali ketentuan-ketentuan hipotik 

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Jadi jelasnya bah\va hak-hak atas tanah 

yang diatur dalam KUH Perdata tidak berlaku lagi setelah keluamya Undang­

U ndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. 

Namun demikian untuk melihat perbandingan pengaturan hak-hak: atas 

tnnah itu, maka penulis merasa perlu menguraikan hak-hak atas tanah menurut 

KUH Perdata yaitu: 
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a. Hak milik : KUH Perdata menentukan bahwa hak milik adalah hak untuk 

menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat 

bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenubnya, asal tidak 

bersalahan dengan undang-undang atau peraturan wnum yang ditetapkan 

oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak 

mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu tak mengurang1 

kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar 

atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi. 48 

b. Hak Servitut (pengabdian pekarangan): adalah suatu bebab yang diberikan 

kepada pekarangan milik orang yang satu, untuk digunakan bagi dan demi 

kemanfaatan pekarangan milik orang lain.49 

c. Hak Opstal : adalah hak kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung, 

bangunan-bangunan ataupun tanaman diatas pekarangan orang lain. so Hak 

1ni dapat dialihkan kcpada orang lain dan dapat dijadikan jaminan hutang. 

d. Hak Erpacht : adala.li. hak usaha/hak kebendaan untuk menikmati hasil dari 

sebidang tanah milik orang lain secara seluas-luasnya, dengan kewajiban 

membayar setiap tahun sej umlah hasil bumi atau sejumlah uang kepada 

pemilik tanah selaku pengakuhn hak eigendom pemilik itu 51
• 

e. Hak Memungut Hasil : adalah hak kebendaan dengan mana seseorang 

diperbolehkan menarik segala hasil-hasil dari suatu kebendaan milik orang 

48 Pasal 507 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
49 Pasal 674 Kjtab Undang-Undang Hukum Perdata 
50 Pasal 711 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
51 Pasal 720 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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memelihara sebaik-baiknya. 52 

f. 

memelihara sifat dan bentuknya serta selaras dengan maksudnya 

mengambil hasil-hasiljika ada untuk: kebutuhan sendiri atau keluarganya. 

g. Bunga Tanah : adalah suatu beban utang untuk dibayar baik dengan uang, 

maupun dengan hasil bumi beban mana diikatkan oleh seorang pembeli 

tanah pada tanah miliknya atau diperjanjikannya demi kepentingan diri 

sendiri atau kepentingan pihak ketiga apabila dijual atau dhibahkan.53 

h. Hak Hipotik : adalah suatu hak kebendaan atas barang-barang tak 

bergerak, yang dimaksudkan sebagai jaminan pembayaran kembali dari 

suatu hutang dengan pendapatan penjualan barang tak bergerak itu.54 

3. Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 

Adapun hak-hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 Ur;dang- Undang 

Pokok Agraria yang dapat diberikan oleh rakyat adalah : 

a. Hak milik : adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 

dijumpai oleh orang atas tanah dengan mengingat Pasal 6 Undang-Undang 

Pokok Agraria. Terkua( dan terpenuh yang dimaksud disini adalah hak 

milik itu bukan berarti merupakan hak mutlak, tak terbatas dan tidak bisa 

diganggu gugat, clisamping itu juga untuk membedakannya dengan hak 

guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan Jain scbagainya. 

b. Hak Guna Usaha : untuk hak ini merupakan hak yang barn diciptakan 

dalam Undang-Undang Pokok Agraria, jadi tidak seperti hak milik yang 

52 Pasal 756 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
53 Pasal 737 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
54 Pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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tel ah dikenal sejak jaman dahulu kala scbab hak guna usaha dan hak guna 

bansunan semula tidak dikenal oleh rnasyarakat kita sebab tidak ada 

persamaannya dalam hukurn adat dan kedua hak diatas itu rnemenuhi 

kepcrluan masyarakat modem dewasa ini . Yang dimaksud hak guna usaha 

pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria adalah hak untuk 

mengusahakan tanah yang dikuasai dalam jangka waktu sebagaimana 

tersebut dalam Pasal 29 UUP A, dan digunakan oleh perusahaan pertanian, 

perikanan atau petemakan. 

c. Hak guna bangunan : diatur pada Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang­

Undang Pokok Agraria yang berbunyi : 

1. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 

banguna.r1-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan 

j:mgka \Vaktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun. 

2. ,-\tas permintaan pemegang bak dan dengan mengingat keperluan serta 

keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) 

dapat diperpanjang dengan waktu 20 (dua puluh) tahun. 

d. Hak pakai : adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari 

tam;h yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, 

yang memberikan wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam 

keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwena~g memberikannya 

atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian 

sewu mcnyew·a atau perjaejian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak 

berterrtangan denganjiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok 

Agrnria Pasal 41. 
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e. Hak pengelolaan : hak ini tennasuk kepada hak yang bersifat sementara 

juga disebut hak lainnya. Yang dimaksud dengan hak lainnya adalah hak­

hak yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria tetapi diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang lain. Maka yang dimaksud dengan 

hak pengelolaan adalah hak khusus untuk perusahaan-perusahaan milik 

pemerintah guna menyelenggarakai."1 usaha industrial estate, pembangunan 

perumahan dan perusahaan tanah pada umumnya. 

C. Tata Cara Jual Beli Hak Atas Tanah 

Terhadap tanah-tanah yang bersertipikat apabila terjadi peralihan hak 

maka terkena ketentuan peralihan hak. Prosedur jual beli tanah yang bersertipikat 

adalah sebagai berikut : 

1. Pemohon datang kepada Pej abat Pembuat Akta Tanah (PP AT) 

Pernohon dalan1 hal ini penjual dan pembeli yang telah sepakat untuk 

me lakukan jual beli datang kepad a Pejabat Pem buat Akta Tanah (PP AT) 

setempat dengan membawa sertipkat hak atas tanah yang akan dijual. 

2. Pengecekan sertipikat yang dijual. 

Bcrdasarkan hak atas tanah yang akan dijual tersebut, Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT) rnembua! pengantar kepada Kepala Kantor 

Pcrtanahan untuk melaksanakan pengecekan atas sertipikat tersebut guna 

mengetahui apakah sertipikat tersebut sesuai dengan asli yang ada di 

Kantor Pertanahan dan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam hal ini 

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah melakukan pengecekan 

dcngan yang asli, jika teiah sesu~- i sertipikat tersebut diberi bukti bahwa 
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telah dilaksanakan pengecekan berupa stempel dengan tulisan telah 

diperiksa sesuai dengan aslinya dan diparaf, istilah pengecekan sertipikat 

ini sering disebut dengan eek bersih. Apabila sertipikat tidak sesuai 

dengan aslinya maka oleh Kepala Kantor Pertanahan melaporkan kepada 

yang benvajib bahwa ada pemalsuan sertipikat. 

3. Pembuatan aktajual beli. 

Hasil dari pengeeekan sertipikat atau eek bersih, Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT) membuat akta jau] beli dengan menghadirkan penjual dan 

pembeli serta saksi sebelum melakukan pembuatan akta tersebut terlebih 

dahulu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP AT) menghitung besamya Pajak 

Penghasi]an (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan BaJ1gunan 

(BPHTB). Yang harus dibayar terlebih dahulu di Bank-Bank Per~epsi atau 

Kantor Pos setempatjika hasil perhitungan d1kcnakan biaya tersebut. 

Perhitungan Pajak Penghas ilan (PPh) berdasarkan Peraturan Pcrnerintah 

No. 48 Tahun 1994 Jo P~raturan Pemerintah No. 27 Tahu.'1 19')6 yang 

dikenakan kepada penjual sedangkan perhitungan BPHTB berdasarkan 

Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 

2000 yang dikenakan kepada pembeli. Hal ini j t:! Ias bahwa bentuk dan 

format isi dari pada akte peralihan hak atas tanah yang tela.Ji berserti pikat 

telah baku, tidak dapat dirubah baik itu berdasarkan keinginan dari penjual 

atau pembeli atau dari pejabat yang bernrenang membuat akte. 

4. Pendaftaran sertipikat 

SeteJah dibuatkan aktajuat beli oleh Pejabat Pernbuat Akta Tanah (PPAT) 

berdasarkan pengantar Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang 
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ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Pemohon dalam hal ini 

pernbeli mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk 

pendaftaran sertipikat atas tanah yang dibeli dengan rnelampirkan 

pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan (BPHTB) jika terbebani. Kepala Kantor Pertanahan dalarn 

hal ini Kepala Seksi Pengukuran Pendaftaran Tanah (PDPT) memproses 

peralihan haknya atas sertipikat atas nama penjual menjadi atas narna 

pembeli yang kemudian diserahkan kepada pemohon (pembeli). 
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A. SimpuJan 

BABV 

PENUTUP 

1. Mekanisme jual beli tanah tergambar dalam beberapa tahapan yang perlu 

diketahui: 

Memeriksa bukti fisik tanah, tennasuk batas-batasnya yang jelas dan 

sebaiknya ada patok batasnya. 

Memeriksa bukti-bukti kepemilikan berupa surat-surat tanah. 

Memeriksa bukti pembayaran pajak (PBB) sampai 10 tahun ke belakang. 

2. Memeriksa bukti pemindahan hak tanah dari pemilik sebelumnya ke 

pemilik sekarang. Tata cara pendaftaran tanah yang belum bersertipikat 

yang telah diperjual belikan menurut PP No. 24 Tahun 1997 yaitu : 

a. NotarisiPejabat Pembuat Akta Tarrah (PPA T) menyerahkan dokumen­

dokumen jual beli tanah yang lengkap kepada Kantor Pertanahan. 

b. Kepala Kantor Pertanahan kemudian meneli ti kelengkapan dokumen 

terse but. 

c. Kemudian dilakukan pengumpulan keterangan dan data tentang tanah. 

d. Kemudian dilakukan pengurm'. man di kantor pertanahan dan kelurahan. 

e. Pemberian sertipikat tanah kepada pemegang hak. 

3. Hambatan-hambatan yang ditemui sehingga pelaksanaan pendaftaran 

tanah tersebut tidak berjalan dengan baik, dapat dibagi atas 2 kelompok 

yaitu: 
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a. Hambatan karena kondisi internal di kantor pertanahm1 yang 

kekurangan tenaga pelaksana di lapangan dan terbatasnya anggaran 

untuk mengadakan penyuluhan. 

b. Hambatan dari masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah sehingga 

pelaksanaan pendaftaran tanah tidak berjalan dengan baik. 

B. Saran 

1. Sebaiknya para masyarakat sebelum melakukan jual beli hak atas tanah 

atau pelepasan hak atas tanah sebaiknya terlebih dahu!u mendaftarkan 

tanah dan menerbitkan sertipikat dari kantor pertanahan, agar menghindari 

terjadinya sengketa dikemudian hari. 

2. Tata cara pendaftaran hak atas tanah dilakukan di kantor pertanaban, 

namun dalam penerbitan sertipikat masih dibutuhkan wakm yang 1ama dan 

membuat masyarakat menjadi malas. Juga perlu adanya transpa.ransi Jari 

kantor pertanahan atau instansi terkait lainnya menyangkut biaya-biaya 

yang akan dikeluarkan masyarakat yang mgm mendaftarkan 

tanahnya,.Mengenai tentang pendaftaran tanah, masih banyaknya 

masyarakat yang kurang imengerti dan pentingnya pendaftaran tanah untuk 

menerbitkan suatu sertipikat selain sebagai tanda bukti kcpemilikan yang 

sah juga mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Hal ini dikarenakan 

tidak adanya pemberian dan informasi serta keterangan terhadap 

masyarakat, sebaiknya pemerintah memberikan pcnyuluhan serta 

informasi terhadap masyarakat bahwa pentingnya pendaftaran tanah agar 

masyarakat yang tidak tahu, menjadi tahu dan lebih mengerti. 
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